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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 

dilaksanakan selama 5 minggu dimulai dari tanggal 02 Oktober 2023 

hingga 04 November 2023 di Apotek Pahala  dapat disimpulkan bahwa 

hasil yang di dapat selama PKPA berlangsung sebagai berikut :  

PKPA di Apotek Pahala  menambah pemahaman calon apoteker 

mengenai fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan 

pekerjaan serta pelayanan kefarmasian di Apotek. 

1 . Sebagai tempat calon apoteker memperoleh kesempatan un tuk  

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara professional, 

disiplin dan berwawasan luas serta dapat terlibat secara 

langsung dalam rangka pengembangan praktik farmasi 

komunitas dari segi pelayanan kepada pasien maupun dari segi 

manajerial apotek  

2 . Melakukan tugas dan tanggung jawab melakukan pelayanan, 

pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 

pendistribusian, pengendalian, dan pelaporan sediaan farmasi 

yang ada di Apotek Pahala  

3 . Sebagai tempat untuk calon Apoteker siap memasuki dunia 

kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, meningkatkan 

wawasan, keterampilan dan pengalaman bagi calon apoteker 

dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. 

4 . Mengimplentasikan ilmu yang diperoleh dari bangku 

perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya sehingga 
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dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi, dan mam pu  

meningkatkan soft skill dari seorang calon apoteker untuk 

melakukan interaksi dan memberikan pelayanan kefarmasian 

yang terbaik dengan berorientasi kepada kesembuhan pasien. 

5 . Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk berpikir 

kreatif dan inovatif untuk dapat megembangkan Apotek dan 

memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. 

 

5.2  Saran 

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 

Apotek Pahala , penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Mahasiswa calon Apoteker harus mengasah lagi kemampuan 

berkomunikasi dan menggali informasi untuk membangun 

rasa percaya terhadap pasien sehingga tujuan terapi bisa tercapai 

seiring dengan kelengkapan informasi yang diberikan oleh 

pasien kepada Apoteker. 

2. Apotek Pahala Ketintang diharapkan menyediakan ruang khusus 

untuk tempat konseling pasien agar dapat lebih nyaman untuk 

menanyakan hal-hal terkait keluhan dan penyakit yang d iderita  

serta pengobatannya tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain.
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